S PERATURAN BUPATI MAMUJU

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR .. 6.. TAHUN 2020

| | o

| TENTANG -
PENETAPAN DANA ALbKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAH1|VIAT' TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan %Menteri Keuangan Nomor 8/ PMK'.07/2020,
tentang Teita Cara Penyaluran Dana Alokasii Umum
Tambahan [Tahun Anggaran 2020; perlu diatur penetapan
Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan padé
setiap kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hur}uf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati -
Me_unuju _1:ienltan'g” P.enetapah. Dana Alokasi Umum
Tambahan | Bantuan Pendanaah Kelurahan lingkup
Pemerintah|Kabupaten _Mamuju

=ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor .74,
Tambahan i' Lembaran Negara Républik Indonesia
Nomor 1822); '
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Re;p'ublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UrLdang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pernbentuluan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan.
Lembaran l egara Republik Indonesia Nomor 4422); '
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11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2:004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerinta_{lan Daerah  (Lembaran = Negara - Republik
Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Re ubhk Indonesia Nomor 4438);
Undang—Und.angr Nomor 6 Tahun 2014 | tentang Desa
(Lembaran Negara Repubiik Indonesm Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Nomor 5539) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia [Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarafi
Negara R fpubh'k Indonesia Nomor- 5587) éebagai’mana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 6mor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undclglg-Undang Nomor 23 Tahun | 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik
Indonesia lTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Re E)ubhk Indonesia Nomor 5679);

Undang-U%ndang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapata’:‘n dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor -
198, Tamllaahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64 lO], ' ‘
Peraturan| Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Kelurahanl (Lembaran Negara Republik In donesié Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 'Negara Republik
Indonesia |Nomor 4588);
Peraturan; Pemerintah Nomor 17 Tahun/ 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Ir|1donesia Tehun )
2018 Nomior 73, Ta.fnba.han Lemba.ran Negara Repubhk

¢

"Indonesm Nomor 6206) ST S CA . o
10.

Peraturan| Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah - {Lembaran Negara

Republik [Indonesia Tahun 2019 Nomor |42, Tambahan

Lembaran!Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian A?ggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran ;,12020 (Lembaran Negara Replublik Indonesia



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tahun 2019 Nomor 220); , _
Peraturan || Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebaga.lmana telah diubah dengan'

'Peraturdn Menterl Dalam - Negeri I\epmbhk Indonesia ;|

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan|atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentahg Pembentukan Produk Hukum| Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan| Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana| Kelurahan dan Pemberdayaan|Masyarakat di
Kelurahan| {Bevita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Noror 139); | " |
Peraturan | Menteri Keuangan Nomor 8|/PMK .07/2020
tentang T ata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambaha_n]l’l‘ahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia {fahun 2020 Nomor 46);

Peraturan| Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Kelurahan Dayanginna di Kecamatan

Tapalang i(Lernb:«u'an Daerah Kabupaten Mamuju Tahun
2015 Nom'or 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju N! mor 44}; '

Peraturan lDaerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belahja Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2(2!)20 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);
Peraturan| Bupati Mamuju Nomor 124| Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Mamuju T&hun 2019 Nomor 808}.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUFATI TENTANG PENETAPAN DANA

ALOKASI {UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020.




BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah Kaibupaten adalah Kabupaten Mamuju. .
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah .

sebagai ujnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang.
memimpi | pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Mamuju. |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jpenyelenggraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Kecamatan adalan bagian wilayah dar’ Daerah Kabupaten . .

yang dipierin oleh Camat.
Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai p:erangkat Kecamatan. '
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya |disingkat DAU
adalah cllana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada |daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
yang ::llnjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan
Pendanaag-l Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi
kelurahan! di Daerah Kabupaten yang Ibersumber dari
Anggaran :Pendapatan dan Belanja Negara|untuk kegiatan

pembangﬁnan sarana dan prasarana kelurahan dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan..
Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai

L

perangka ] kecamatan. e

Anggaran| Pendapatan dan 'Belanja Daerah yang E

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan [{daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

‘Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari

APBD Kabupaten Mamuju dan DAU Tambahan Bantuan .

Pendanaqln Kelurahan.



Peraturan Buj
a. jumlah DA

yang dian

Kelurahan
mekanism:

Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

Jumlah DAU

|

(1) DAU Tam

puluh tuj
- (2)

garkan dalam APBD;
rincian pembagian DAU Tambahan Banty
isetiap Kelurahan; dan

)

hor
o
i

Tambahan Bantuan Pendanaan K

Ibahan ‘Bantuan Pendanaan Kc

DAU | Tambahan . Bantua_l 3

BABII

Ruang lingkup
Pasal 2

ati ini mengatur :

U Tambahan Bantuan Pendan

pengalokasian DAU Tambs

Bagian Kesatu

dianggarkan dalam APBD
Pasal 3

h ribu rupiah).

Pendc;naa '

aan Kelurahan
lan Pendanaan

han_ Baﬁtuan

lelufahan yang

elurahan yang
dianggarkain dalam APBD sebagaimaha dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 4.963.647.000,

- (empat milyar
sembilan r:atus enam puluh tiga juta enar

m ratus empat

. Kelurahan

sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi

DAU Tam

Kabupaten,
{

Anggaran |
Anggaran

)020

bahan tercantum dalam Peraturan Daerah

Mamuju Nomor 7 Tahun

Pendapatan dan Belan_]a D

i Bagian Kedua

2019 Tentang

aerah Tahun

Rmc1an pembea zian DAU Tambahan Ba.ntuan Penda.naan

(1)
Kelurahan

dalam Pasa
a. Kecama_ltan Tapalang

1. Kelu

ratu

sembilan belas ribu rupiah);

Rincian pe

Kelurahan setiap Kelurahan
Pasal 4

o

i
mbagian DAU Tambahan Bant

i setiap Kelurahan ' sebagaima

(2) huruf b yaitu :

ahan Dayanginna Rp. 381.81

an Pendanaan

na dimaksud

9.000,00 (tiga

delapan puluh satu juta delapan ratus




d.

{
. Kecamatan Mamuju
1.

Kecamatan Simboro
Kelurahan Simboro Rp. 381.819.000,

delaEan puluh satu juta delapan ratus 'sembilan

1.

Kecamatan Kalukku
1.

. Kelurahan Karema Rp. 381.819.000,

. (tiga ratus delapan puluh satu juta

. Kelurahan Galung Rp. 381.819.000,

00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah) ;
Kelurahall Kasambang Rp. 381.81

9 000 00 (t1ga

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus

sembilan belas ribu rupiah).

Kelurahan Binanga Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus
delaf)an puluh satu juta delapan ratus sembilan
1

bela|§ ribu rupiah);

00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah);

. Kelurahan Mamunyu Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta.delapan ratus sembilan

bel.a| ribu rupiah);

Kelurahan Rimuku Rp. 381.819.000,00 {tiga ratus

dela‘ an . puluh satu juta delapan

belas ribu rupiah).

_‘ ribu rupiah);

rahan Ra,ngas Rp. 381.819.000

dela1

bel

ribu rupiah).

atus sembilan

00 (tiga ratus

0C (tiga ratus

an puluh satu juta delapan ratus sembilan

Keh'lrahan Kalukku Rp. 381.819.000,00 {tiga ratus .

del pan pluh satu Juta delapan ratus sembllan

belaq ribu rupiah);

Kel rahan Bebanga Rp 381.819.000,00 (tiga ratus
del pan puluh satu _1uta delapan ratus sembllan

bel:ls ribu rupiah);

. Kelurahan Sinyonyci Rp.” 381.819.000,00 (tiga ratus

delana_n puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah);

Kel‘rahan Sinyonyoi Selatan Rp. 381.819.000,00

serrhbi]an belas ribu rupiah).

delapan ratus
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Per
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Pel

Kabupaten Mamuju.

berlaku.

Rincian penggunaan alokasi
Pasal 3 ayat (1) tercantu

disusun berdasarkan kete:

kanisme pengalokasian DAL
iap Kelurahan sebagaimana
tuk disetiap Kelurahan be
dangan yang berlaku.

ar  setiap orang dapat

)

raturan  Bupati  ini

PEJABAT | TANGGAL | PARAF |
Sekretaris Dacrab . Ditetapkan di Mamuju
it | He-20-1 Y pada tanggal, 2. - A
TS e | 75 : UPATI MAMUJU,
Selretarip0pBAD | - ¢ !
Kepala ﬂlkdang X £ ﬂj !3@ ﬂn 3
Kepala Seksi &/4 w0 ?X .
|
Diundangkan di Mamuju '
pada Kt:qxgg - tpac -0 |
SEK ¥ S DAERAH KABUPATEN MAMUJU
'-'__—__—'—-.___ ; i
\ \ l ‘ .
T
SUAIB |

BE

'RITA DAERAH KABUPATEN 1

dengan penempatannya

DAU Tambahan sebagaimana di

.Bagian Ketiga

Pasal 5

J Tambahan Bantuan Pendana
:dimaksud pada Pasa! (2) huruf ¢ dibagi rata

rdastkan ketentuan peraturan Perundang-

1

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

-aturan Bupati ini mulai berlai{u pada tanggal diundangkan.
| .
engetahuinya memerintahkan

dalam

dalam DPA Masing-masing Ke

maksud dalam

camatan yang

ntuan peraturan Perundang-undangan - yang

Mekanisme Pengalokasian DAlU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
setiap Kelurahan

an Kelurahan

pengundangan
Berita Daerah

ﬁl:-—.‘zo’w '

g
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